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ABSTRACT 
This study is carried out in Nusukan, Banjarsari, Surakarta. The problems that are 
related to economic crisis in Indonesia are the supply of contraception, the weakening of 
people purchasing power so they influence the realization of family planning program. The 
goals of the study are: to know the supply of contraception for poor household, to study the 
influence of the effect of economic crisis for the participant of family planning, to study the 
change of birth control and its effective strategy and to know the quality of family planning 
service. The data are collected using observation ,and questionnaire. The study takes the 
area in which it has more productive couple, the percentage of poor families and the pros-
perous families I that belong to productive couple whose age 20 to 49 years old, at least they 
have two children, and participant of family planning or ever followed it. The result of the 
study shows that 82% respondents can get contraception easily before and at economic 
crisis. It is one of the important factors, for which the participant of family planning is still 
high. Although the economic crisis influences the price of contraception and family Income, 
it does not affect the participant of family planning. 87% respondents participate actively 
the family planning. This shows that the people have realized the importance of family 
planning program. There is an impact of economic crisis for the change of the ways of birth 
control. 38% respondents have changed over their strategy from modern to traditional con-
traception and the contrary, and from modern contraception to the other one. Some of them 
are abstention. The level of the people adaptation is high enough. They use various ways to 
prevent of being pregnant. 92% respondents do not want to be pregnant. !fit happens an 
unwanted pregnancy, 15% of the respondents will abort their pregnancy. This is the chal-
lenge for the officers and the government to supply safe and accurate contraception and to 
give clear explanation about the effect of abortion from healthy and religious aspect. The 
service of family planning by the government and private institution is good enough (81 %). 
Respondents can get contraception (especially tablet) easily; cheap and free of charge, but 
the other ones such as spiral is more difficult because it is more expensive and limited. 
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PENDAHULUAN 
Pelaksanaan program keluarga 
berencana selama lebih dari dua dasawarsa 
telah menurunkan TFR dari 5,6 pada tahun 
1970 menjadi sekitar 2,8 pada tahun 1994 
(Kantor Menteri Negara Kependudukan , 
1996 ). Pencapaian angka TFR ini juga 
tidak terpaut jauh dengan data World Popu-
lation Data Sheet, 1997 untuk Indonesia 
sebesar 2,9 . Dengan turunnya angka 
kelahiran total (TFR ) tersebut maka 
tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia 
masih di atas 2,3 persen per tahun maka 
pada tahun 1995 pertumbuhan penduduk 
Indonesia turun menjadi 1,6 persen per 
tahun. Menurut data World Population 
Data Sheet tahun 1997 pertumbuhan 
penduduk Indonesia sebesar 1, 7 persen per 
tahun. 
Penurunan pertumbuhan 
penduduk menjadi semakin berarti, karena 
selama ini terjadi pula penurunan angka 
kematian bayi. Angka kematian bayi (IMR/ 
infant mortality rate ) Indonesia telah turun 
dari 145 per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 1990 dan pada tahun 1997 menjadi 
66 per 1000 kelahiran hid up. Hal ini 
menunjukkan bahwa penurunan fertilitas 
diikuti perlurunan mortalitas. Penurunan 
TFR tersebut didukung oleh pencapaian 
indikator-indikator keberhasilan 
pelaksanaan program Keluarga Berencana 
(KB). Adapun indikator yang dimaksud 
misalnya : meningkatnya usia kawin 
pertama; tingginya akseptor KB ; 
meningkatnya jumlah petugas (PLKB) ; 
bertambahnya jumlah klinik KB ; 
penyediaan alat kontrasepsi/ program KB 
mandiri. 
Dalam konteks krisis ekonomi 
yang melanda Indonesia seperti saat ini, ada 
beberapa permasalahan yang berkaitan 
dengan kondisi ekonomi masyarakat 
sehingga menghadapi tantangan yang 
serius. Adapun yang menjadi masalah 
serius berkenaan dengan krisis ekonorni In-
donesia adalah : pertama, penyediaan 
jumlah alat kontrasepsi; kedua daya beli 
masyarakat terhadap alat kontrasepsi yang 
dibutuhkan sehingga akseptor akan 
menghadapi tantangan yang seriu"s dalam 
pelaksanaan KB. Penyediaan jumlah alat 
kontrasepsi diperkirakan akan menurun 
sejalan dengan penurunan jumlah 
anggaran pemerintah terhadap program 
KB. 
• Disamping itu jumlah akseptor 
KB diperkirakan akan menurun karena 
daya beli masyarakat terhadap alat 
kontrasepsi yang rendah (bagi yang telah 
menjadi akseptor dimungkinkan menjadi 
drop out ) karena mereka tidak mampu 
membeli alat kontrasepsi. Pada masa krisis 
ekonomi, maka masyarakat lebih 
mementingkan I memprioritaskan untuk 
memenuhi kebutuhan makan daripada alat 
. kontrasepsi. 
Menurut Agus Dwiyanto, 1998 
krisis ekonomi akan mempengaruhi 
kemampuan program KB dalam hal 
penyediaan alat-alat kontrasepsi. 
Selanjutnya harus dilihat seberapa jauh 
kenaikan harga alat kontrasepsi tersebut 
akan mempengaruhi perilaku 
kontrasepsinya. Dalam kondisi~perti 
sekarang ini mereka banyal/ yang 
mengalami kesulitan untuk memenuhi 
Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Keluarga ... (Apri Astuti, dkk) 11 
kebutuhan makan, oleh sebab itu sulit bagi 
mereka untuk menyisihkan uangnya untuk 
membeli alat kontrasepsi sehingga mereka 
mengalami drop out. 
Berdasarkan permasalahan umum 
terse but maka dalam penelitian ini dibahas 
tentang seberapa jauh dampak krisis 
ekonomi terhadap pelaksanaan KB. 
Adapun perumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah : 
1) Apakah meningkatnya harga alat 
kontrasepsi mempengaruhi 
ketersediaan alat kontrasepsi rumah 
tangga miskin 
2) Apakah dampak krisis ekonomi 
mempengaruhi keikutsertaan KB 
rumah tangga miskin. 
3) Apakah ada pergeseran pengaturan 
kelahiran (baik modern dan 
tradisional)/ Bagaimana strategi yang 
dilakukan untuk pengaturan kelahiran 
rumah tangga miskin. 
4) Apakah krisis ekonomi mempengaruhi 
kualitas pelayanan KB rumah tangga 
miskin. 
Dalam penelitian ini, tujuan yang 
hendak dicapai adalah : 
1) Untuk · mengetahui ketersediaan alat 
kontrase£si pada saat krisis ekonomi 
pada rumah tangga miskin. 
2) Untuk mempelajari pengaruh dampak 
krisis ekonomi terhadap keikutsertaan 
KB pada rumah tangga miskin. 
3) Untuk mempelajari pergeseran 
pengaturn kelahiran atau bagaimana 
strategi pengaturan kelahiran pada 
saat krisis ekonomi pada rumah tangga 
miskin. 
4) Untuk mengetahui kualitas pelayanan 
KB saat krisis pada rumah tangga 
miskin. 
Penelitian ini diharapkan 
mempunyai kegunaan sebagai berikut : 
1) Secara teoritis, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memperkaya ilmu 
pengetahuan dan dapat memberikan 
sumbangan teoritis tentang 
pelaksanaan KB dalam kaitannya 
dengan krisis ekonomi. 
2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
sebagai bahan pertimbanan 
pemerintah dalam menyusun program 
kebijaksanaan di bidang 
kependudukan, khususnya dalam 
rangka pelaksanaan KB. 
3) Dapat menambah perbendaharaan 
kepustakaan yang berkaitan dengan 
masalah krisis ekonomi dan 
pelaksancian keluarga berencana. 
MenurutFreedman (1989), bahwa 
ada dua faktor utama yang menjadi 
determinan keikutsertaan dalam keluarga 
berencana yaitu adanya demand dari 
masyarakat akan pembatasan kelahiran dan 
penjarangan kelahiran serta adanya supply 
kontrasepsi . Teori demand-supply ini telah 
menjadi dasar-dasar penelitian terhadap 
l@:>utusan dalam keikutsertaan program 
keluarga berencana. Aspek yang termasuk 
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pemakaiannya tinggi atau yang sekarang 
tergolong kedalarn metode kontrasepsi 
efektif terpilih (MKEP) . Selanjutnya 
dikatakan berdasarkan pengalarnan selarna 
ini faktor-faktor penting yang 
mempengaruhi kesuksesan program 
adalah : kornitmen yang tinggi dari 
pemerintah; struktur adrninistrasi apakah 
dibawah departemen kesehatan atau 
dibawah suatu badan koordinasi; 
keterlibatan birokrasi sipil dari pusat 
sarnpai ke desa; mudahnya memperoleh 
kontrasepsi; sistem pelayanan; keterlibatan 
lembaga sosial masyarakat dan lancarnya 
komunikasi, informasi dan edukasi. 
Kehadiran kontrasepsi modern 
saja tidak bisa memecahkan masalah tetapi 
perlu perubahan nilai-nilai dalam 
masyarakat tentang norma keluarga kecil 
sehingga tidak hanya tujuan kuantitatif saja 
yang tercapai tetapi juga tujuan kualitatif 
atau normatif dari keluarga berencana. 
Disamping itu, suatu hal yang sangat 
penting adalah pengetahuan tentang proses 
kehamilan bagi PUS sehingga mereka 
mengetahui kapan terjadi siklus subur dan 
tidak subur. Pengetahuan ini merupakan 
hal yang penting bagi mereka yang ingin 
mengontrol kelahiran, khususnya yang 
menggunakan cara tradisional. 
Pengetahuan tentang siklus masa subur 
dengan perubahan suhu badan wanita 
secara kedokteran telah diakui 
kebenarannya. Namun cara ini/dengan 
pengamatan suhu memerlukan ketelitian 
yang tinggi dan keajegan pengukuran. 
BKKBN perlu mengembangkan program 
KB yang murah seperti sistem kalender, 
senggama terputus sehingga perlu 
dikembangkan KIE · untuk membantu 
masyarakat agar bisa melakukannya secara 
efektif. Namun KB konvensional! 
tradisional tidak dapat diprediksi 
efektivitasnya. Menurut Azrul Azwar, KB 
secara tradisional seperti rninurnjarnu, pijat 
belurn dapat terbukti efektivitasnya secara 
klinis, khasiat dan perlindungannya serta 
efek sampingnya. Oleh sebab itu sangat 
riskan untuk memperkenalkan penggunaan 
metode seperti itu kepada masyarakat, 
apalagi dalam kondisi krisis seperti saat ini 
sebaiknya memilih metode yang terbaik 
jangan memperkenalkan metode yang 
membuat masalah (Warta Demografi, No. 
2 1998). 
Victor dalam (Republika, 24 April 
1999) saat kondisi krisis ekonomi perlu 
diubah penggunaan alat kontrasepsi karena 
masyarakat lebih suka menggunakan pil 
dan suntik (metode jangka pendek) yang 
lebih mahal dibandingkan dengan 
pemasangan IUD yang murah dan jangka 
lama. Warga Jakarta yang memilih 
kontrasepsi suntik sebanyak 40 persen, 
kemudian diikuti memilih pil dan 
nampaknya kurang tertarik dengan IUD. 
Untuk mengurangi ledakan penduduk, 
maka tawaran yang dirasa tepat saat ini 
dengan memotivasi peserta KB pil dan 
suntik untuk beralih ke IUD. Hal ini sesuai 
pendapat Azrul Azwar bahwa kontrasepsi 
jangka pendek, pemakaiannya berulang-
ulang sehingga biayanya mahal dan dalam 
kondisi seperti sekarang ini dapat 
menyebabkan munculnya peserta Jq3 yang 
drop out. Oleh sebab itu penierintah 
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sebaiknya mengubah kebijakan program 
KB , program KB diarahkan pada 
penggunaan yang lebih permanen, jangka 
panjang, , kebijakan tersebut harus 
dilaksanakan dengan bijaksana sehingga 
tidak ada kesan pemaksaan. Pemerintah 
berkewajiban menyampaikan hal ini, 
daripada mereka yang tidak ingin punya 
anak lagi tetapi menanggung resiko 
kehamilan lagi. Metode yang menonjol 
pemakaian kontrasepsi di Indonesia adalah 
pil dan suntik, karena nampaknya banyak 
memperkenalkan metode yang sifatnya 
sementara sehingga menjadi salah satu 
penyebab tingginya angka drop out. 
Banyak PUS yang tidak mengikuti 
KB, tetapi tidak ingin punya anak dan ingin 
menunda punya anak (Republika, 24 April 
1999). Data ini ditunjukkan di Jakarta 
Barat tercatat 112 titik rawan ledakan 
penduduk yaitu 5. 920 PUS yang tidak ikut 
KB, tapi mereka tidak ingin punya anak 
dan terdapat 4.896 PUS yang tidak ikut 
KB tetapi ingin menunda punya anak. 
Selanjutnya dikatakan ada beberapa alasan 
mengapa PUS tidak mengikuti KB yaitu : 
1) suarni melarang istrinya ikut KB tetapi 
suami juga tidak mau memakai alat 
kontrasepsi walaupun kondom sekalipun; 
2) PUS kurang mendapatkan komunikasi, 
informasi dan edukasi (KIE) 3) adanya 
krisis. 
Krisis ekonomi diawali dengan 
jatuhnya rupiah terhadap dolar Amerika. 
Salah satu dampak langsung dari krisis 
moneter tersebut adalah melambungnya 
harga bahan-bahan keb1;1tuhan, terutama 
bahan yang memiliki kandungan 
komponen impor yang tinggi dan dibeli 
dengan patokan nilai mata uang lain 
(dolar). Harga alat-alat kontrasepsi yang 
diduga memiliki kandungan impor tinggi 
juga merambah naik. Padahal, alat-alat 
kontasepsi tersebut merupakan tulang 
punggung program KB. Dengan demikian 
krisis ekonorni diduga akan menghambat 
kelangsungan program KB dan kesehatan 
reproduksi. 
Dampak krisis ekonorni terhadap 
kelangsungan program KB dan kesehatan 
reproduksi (dalam Warta Demografi No. 2 
1998) adalah : 1) harga alat kontrasepsi 
meningkat; 2) daya beli masyarakat 
terhadap alat kontrasepsi menurun sejalan 
dengan turunnya pendapatan mereka; 3) 
anggaran pemerintah untuk menyediakan 
alat kontrasepsi akan menurun ; 4) 
penggunaan a1at kontrasepsi menurun; 5) 
angka fertilitas diperkirakan naik; 6) 
praktek aborsi diperkirakan meningkat; 7) 
gizi makanan masyarakat terutama ibu 
harnil dan anak-anak kurang diperhatikan; 
8) kesehatan reproduksi remaja kurang 
diperhatikan bahkan terganggu karena 
adanya eksploitasi seksual terhadap anak; 
dan 10) meningkatnya jumlah wanita 
pekerja seksual. 
Menghadapi krisis yang sulit 
memperkirakan kapan akan berakhirnya, 
maka perlu berbagai cara untuk 
mengatasinya terutama yang berkaitan 
dengan kelangsungan program KB . 
M<murut Azwar, kebijaksanaan KB 
maifdiri hams ditinjau kembali. Memang 
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demand misalnya : keinginan mempunyai 
anak; umur peserta KB; jenis pekerjaan; 
jumlah anak serta peran tokoh masyarakat. 
Sedangkan aspek supply misalnya, : 
tersedianya alat kontrasepsi; tersedianya 
informasi; pelayanan yang baiko Program 
keluarga berencana dipilih sebagai upaya 
untuk mengendalikan jumlah penduduk, 
karena dari segi politis cara tersebut dapat 
diterima masyarakat. Program ini dapat 
diterima oleh masyarakat dengan alasan : 
pertama; karena cara ini erat hubungannya 
dengan kesejahteraan ibu dan anak 
sehingga keluarga berencana merupakan 
salah satu kesehatan yang tidak perlu 
diragukan lagio Alasan kedua, karena 
sifatnya yang sukarela maka keluarga 
berencana dianggap sebagai cerminan 
kebebasan pribadi setiap orang/pasangan 
suami istrio Dalam kedua hal ini keluarga 
berencana dapat tersatukan dengan nilai-
nilai yang sudah diterima, sehingga 
mempunyai kekuatan politis (Singarimbun, 
1978)0 
Keberhasilan pemakaian alat 
kontrasepsi disebabkan beberapa faktor, 
seperti tersedianya alat kontrasepsi ; 
kemudahan pelayanan, efektivitas suatu 
alat yang dipakai dan keadaan ekonomi, 
sosial, budaya masyarakato Untuk 
mengetahui keberhasilan program KB 
antara lain ditentukan oleh lamanya 
pemakaian alat. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Singarimbun (1994) yaitu dari 
sudut program maka cara kontrasepsi yang 
paling dianjurkan adalah adanya 
kontrasepsi yang tingkat kemanjurannya 
tinggi dan tingkat kelangsungan 
KB mandiri dianggap sebagai langkah 
maju, namun dalam kondisi seperti saat ini 
program sulit dipertahankan dan kalau 
tetap dipertahankan maka dikhawatirkan 
banyak akseptoryang drop out. Oleh sebab 
itu perlu diupayakan bagaimana membantu 
masyarakat kurang mampu yang sudah 
sadar akan manfaat KB agar tetap ber KBO 
Bagi masyarakat yang mampu, program 
KB mandiri masih tetap dilaksanakan agar 
pemerintah tidak terlalu terbebani oleh pro-
gram subsidio 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei yaitu penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebaga\ alat 
pengumpul data yang pokok. 
Pemilihan daerah penelitian 
digunakan metode purposive yaitu mernilih 
daerah penelitian dengan berdasarkan 
pertimbangan tertentu yang mempunyai 
sangkut paut dengan ciri -dri atau sifat -sifat 
dari populasi (Sutrisno Hadi, 1986) 0 
Adapun yang menjadi pertimbangan 
pemilihan daerah penelitian adalah : 
1. Persentase jumlah PUS-nya 
terbanyak 
20 Persentase jumlah keluarga pra 
sejahtera dan KS I terbanyak 
(30 ,09 %) di Kecamatan 
Banjarsari 
3 0 Persentase jumlah drop ouyfB-
nya terbanyak 
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Adapun sampel daerah penelitian 
adalah kelurahan Nusukan, Kecamatan 
Banjarsari, karena dengan adanya krisis 
ekonomi 'menyebabkan keluarga pra KS 
dan KS I menjadi 487 keluarga (tertinggi 
di Kecamatan Banjarsari) . Menurut 
petugas PLKB Kecamatan Banjarsari 
sebagian besar terdapat pada RW 7, 8, 9, 
10, 13. 
Respoden dalam penelitian ini adalah : 
1 Keluarga pra sejahtera. 
2. Ke1uarga sejahtera tahap I. 
3. PUS yang berumur 20-49 tahun, mini-
mal punya 2 ahak, peserta KB atau 
pernah ikut KB. 
Responden dalam penelitian ini 
diambil sebanyak 100 dipilih secara ran-
dom sampling. 
Data yang dikumpulkan meliputi 
data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari 100 responden melalui 
wawancara dengan daftar pertanyaan dan 
key informan yang diwawancarai secara 
mendalam yang berkaitan dengan 
penelitian. Data sekunder diperoleh dari 
catatan atau arsip pada kantor a tau instansi 
yang ada hubungannya dengan penelitian. 
Analisa data dalam penelitian ini 
ada1ah analisa tabel frekuensi untuk 
menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri 
dari responden serta untuk mengetahui 
pelaksanaan ke1uarga berencana. 
BASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Dareah Penelitian 
Kelurahan Nusukan secara 
administrasi termasuk dalam wilayah 
Kecamatan Banjarsari Kodya Surakarta. 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
secara umum merupakan dataran rendah 
dan berada an tara pertemuan sungai-
sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, 
dan mempunyai ketinggian ± 92 m dari 
permukaan air laut (BPS, Bappeda Kodya 
Surakarta, 1998). Wilayah Kotamadya 
Dati II Surakarta bagian utara Sungai Pepe 
agak bergelombang dengan ketinggian 
lebih dari 92 m di atas permukaan laut. 
Jenis tanah sebagian tanah liat berpasir 
termasuk regosol kelabu dan aluvial, di 
wilayah bagian utara tanah liat grumosol 
serta wilayah bagian timur laut tanah 
litosol mediteran. 
Kecamatan Banjarsari 
merupakan salah satu dari 5 kecamatan 
yang ada di Kodya Dati II Surakarta. 
Secara keseluruhan luas wilayah 
Kecamatan· Banjarsari adalah 1.481,10 ha 
(14,81 km2). KecamatanBanjarsari terdiri 
atas 13 kelurahan, dan salah satu diantara 
kelurahan tersebut adalah Nusukan sebagai 
daerah penelitian. Daerah penelitian 
berdekatan dengan Kali Anyar dengan 
pusat -pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, 
komplek pertokoan serta terminal bus. 
Pada wilayah tersebut merupakan daerah 
marginal sehingga terjadi pemadatan 
peppukiman dan penduduk umumnya 
beRe'rja pada sektor informal. 
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Sampe1 daerah pene1itian 
meliputi RW 7, 8, 9, 10, dan 13 di mana 
pada wilayah tersebut terdapat sebagian 
besar ke1uarga pra sejahtera dan KS J . 
Jarak Ke1urahan Nusukan dari ibu kota 
kecamatan ± 2 km dan Ke1urahan Nusukan 
berbatasan dengan Ke1urahan Mojosongo 
di sebe1ah timur, Kestalan dan Ke1urahan 
Gilingan di sebe1ah se1atan, Ke1urahan 
Kadipiro di sebe1ah utara dan Ke1urahan 
Sumber di sebe1ah se1atan (gambar 1okasi 
daerah kecamatan Banjarsari). 
Penggunaan Lahan 
Luas wilayah Kotamadya Dati II 
Surakarta adalah 4.404,06 ha yang terbagi 
atasKecamatanLaweyan 863 ,86 ha(19,62 
%), Kecamatan Serengan 319,40 ha (7,25 
%), Kecamatan Pasar Kliwon 481,52 ha 
(10,93 %), Kecamatan Jebres 1258,18 ha 
(28,57 %) dan Kecamatan Banjarsari 
merupakan wilayah yang paling luas 
diantara 4 kecamatan lainnya yakni 
1481,10 ha (33,63%). 
Daerah Kecamatan Banjarsari 
dilihat dari penggunaan lahannya, 63,9 
% (946,55 ha) digunakan untuk 
· perurnahan dan pemukiman, sedangkan 
di daerah penelitian (Kel urahan 
Nusukan) mencapai 69,87 % dari luas 
wilayah Kelurahan Nusukan. Besarnya 
persentase penggunaan lahan untuk 
perumahan permukiman menunjukkan 
bahwa wilayah tersebut menjadi 
konsentrasi permukiman dan 
mempunyai kepadatan permukiman yang 
tinggi. 
Untuk memberikan gambaran 
tentang penggunaan 1ahan di Kecamatan 
Banjarsari dan daerah penelitian dapat 
dilihat pada tabe1 1. 
Tenaga Pelayanan Kesehatan 
Keberhasilan pe1aksanaan KB 
tidak dapat 1epas dari peran serta tenaga 
pe1ayanan KB. Jenis tenaga pe1ayanan KB 
meliputi dokter, bidan dan paramedis. 
Disamping itu peran dari PLKB sangat 
dibutuhkan masyarakat. 
Tenaga pe1ayanan KB di Kodia 
Surakarta sebanyak 233 orang meliputi : 
dokter 116 orang, bidan 103 orang dan 
paramedis pe1ayanan KB sebanyak 24 or-
ang. Masing-masing Kecamatan di Kodia 
Surakarta mempunyai 1 PfLKB, 
sedangkan jumlah klinik KB sebanyak 71 
buah yang tersebar di 5 Kecamatan. 
Jumlah klinik KB di Kecamatan Laweyan 
18 buah, Serengan 10 buah, Pasar Kliwon 
9 buah, Jebres 16 buah dan Banjarsari 18 
buah. 
Masing-masing RW mempunyai 
1 PKB dari masyarakat setempat. Untuk 
menget.ahui seharan tenaga pelayanan KB, 
klinik KB per kecamatan di Kodia 
Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut 
Pelayanan kesehatan di kelurahan 
Nusukan relatif sudah baik karena di 
wilayah tersebut mempunyai Puskesmas 1 
buah, Puskesmas pembantu 1 buah , 
Posyandu sebanyak 26 buah, Posyandu 
l an~:da 1 buah serta tenaga pela-~:;tnan 
. kesehatan yaitu bidan dan 4 orang dokter. 
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Tabel 1 Penggunaan Laban Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Nusuka 
Jenis penggunaan Kecamatan Banjarsari Kalurahan Nusukan 
Luas (Ha) % Luas (Ha) % 
Peroinahan pemukiman 946,55 63,91 144,15 69,87 
Jasa 106,85 7,21 17,45 8,6 
Perusahaan 87,79 5,93 13,52 6,55 
Industri 20,76 1,40 1,12 0,54 
TKD 8,77 0,59 - -
Tegalan 3,20 0,22 - -
Sa wah 115,14 7,78 - -
Kuburan 24,78 1,67 5,59 2,71 
LOR 30,23 2,04 3,00 1,45 
TamanKota 8,85 0,60 - -
Sabukhijau - - - -
Lain-lain 128,18 8,65 21,50 10,42 
Luas wilayah 1.481,10 206,30 
Sumber : BPS Bappeda TK II Kotamadya Surakarta, 1998 
Keterangan : 
TKD = tanah kosong diperuntukkan 
LOR = lapangan olahraga 
Tabel 2 Tenaga Pelayanan KB, Klinik KB Per Kecamatan di Kodia Surakarta tahun 1999 
Jenis tenaga Laweyan Serengan 
pelayanan KB 
- Dokter 22 12 
- Bidan 16 16 
- Paramedis 1 -
- KlinikKB 18 10 
- PPLKB 1 1 
- Kalurahan 11 7 
Sumber : BKKBN Surakarta 
KELUARGA PUS PRA SEJAHTERA 
DAN KS I KECAMA.TA.t"'i 
BANJARSARI 
Dalam kondisi krisis jumlah 
kcluarga PUS pra sejahtcra dan KS I pada 
bulan April 1999 sebanyak 1238 keluarga. 
Jika dibandingkan dcngan jumlah kcluarga 
Pasar Jebres Banjarsari Jumlah 
Kliwon 
26 21 35 116 
25 21 25 103 
16 1 6 24 
9 16 18 71 
1 ·1 18 5 
9 11 13 51 
pr.a s~jahtera dan KS I talnm lalu, 2 kali 
lipat (pada tahun 1998 jumlah PUS pra 
sejahtera dan KS I sebanyak 6056 
keluarga) . Hal ini menunjukkan bah\va 
adanya krisis ekonomi menycbabka n 
eJluarga PUS _pra sejalnera dan KS I 
JUmlahnya memngkat pesat. 
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Tabel 3. menunjukkan bahwa 
persentase keluarga PUS pra sejahtera dan 
KS I hampir di semua kelurahan pada 
Kecamatan Banjarsari berada di atas 
30 °1i, dari PUS yang ada. Ballkan untilk 
Kelurahan Banyuanyar dan Nusukan 
masing-masing mencapai 44,49 '% dan 
41,94 ~-~jumlahkeluargaPUS pra sejahtera 
danKS I. 
Dengan kondisi tersebut maka 
pernerintah perlu mengembangkan pro-
gram KB rnurah/gratis sehingga PUS 
melaksanakan KB dcngan baik. Kesadaran 
masyarakat yang tinggi akan pertmrya KB 
perlu di.dukung dcngan kebijakanKB yang 
tcpat pula dari pemerintah. Krisis ckonomi 
pada dasarnya berdampak pada berbagai 
sektor termasuk program KB dan 
kemungkinan besarnya pengeluaran unt11k 
memperoleh atat KB tidak akan menjadi 
prioritas. Oleh sebab itu perlu 
dil.:.:embangkanjating pengaman sosial (so-
cial safety net) untuk menyediakan alat 
kontrasepsi yang murah ballkan gratis almn 
lebih baik daripada membiarkan keluarga 
I PUS yang sudah sadar manfaat KB 
mengalami drop out. Prioritas .TPS 
diberikan oleh dinas kesehatan dan untuk 
memilih siapa saja yang mcndapat KB 
gratis ditentukan oleh PPLKB bersartm 
PLKB. 




keluarga berencana di Indonesia tetah 
• dialnri dunia Intemasional, salah satu fakior 
Tabel 3. Keluarga PUS Pra Sejahtera dan KS I Masing-masing Kelurahan di Kecamatan Banjarsari 
No Kelnrahan PraKS KSI Jumtah Jumlah ~-~Pra S + KS 
Pra S + PUS I terhadap 
KSI PUS 
1 Kadipiro 1098 1456 2554 8252 30,95 
2 Nusukan 1512 1392 4904 6925 41,49 
3 Gilingan 880 500 1380 4449 31,02 
4 Setabe1an 87 213 300 1118 26,8 
5 Kestalan 146 154 300 910 32,97 
6 Keprabon 98 255 353 1138 31,02 
"' Timuran 131 139 270 952 28,36 ! 
8 Kete1an 153 195 348 907 38,37 
9 Punggawan 194 161 ·- 355 1203 29,51 
lO Mangkubumen 210 762 9 ... " !L. 2537 38,31 
ll Manahan 427 321 748 2907 25,57 
12 Sumber 499 530 1029 3361 30,61 
13 Banyuanyar 489 382 868 1951 44,49 
Jumlah 5921 6460 12.381 36.610 33,82 
Sumber : BKKBN Surakarta 1999 
Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Keluarga ... (Apri Astuti, dkk) 19 
' l 
yang menjadi ukuran keberhasilan tersebut 
adalah menurunnya Total Fertility Rate 
dati 5,6 talmn 1970 menjadi 2,9 pada tahun 
1997. ·Akibat turrumya TFR adalah terjadi 
pe:nmunan pe:mtumbuhan penduduk yaitu 
pada tahun 1995 sebesar 2,3 persen per 
tabun menjadi I ,6 persen per talmn pada 
tahun 1977. 
Dalam kondisi krisis ekonomi 
yang melanda Indonesia sejak tiga tahrut 
terakhir diduga menyebabkan tekanan 
terhadap pelaksanaan keluarga berencana. 
Dengan rnerosotnya 11ilai rupiah terhadap 
dolar Amerika, berdampak melarnbungnya 
harga alat kontrasepsi, daya bel i 
masyarakal terhadap alat kontrasepsi 
mennrnn. Disamping itu keterbatasan 
anggaran pemerintah juga berdampak 
terbatasnya penyediaa:n alat kontrasepsi. 
Bagi masyarakat miskin kondisi tersebut 
menjadi dilematis. Disatu pihak mereka 
mendapat tekanan yang c1lk ... up berat dalan1 
rangka memenuhi kebutlthan hidup sehari-
hari akibat krisis ekonomi, dipihak lain 
mereka hams tetap mencegal1 kehamilan. 
Kondisi tersebut mempunyai implikasi 
terhadap pelaksanaa:n keluarga berencana. 
Dalam bab ini dibahas tentang dampak 
krisis ekonomi terhadap pelaksanaan 
keluarga berencana yang meliputi : 
ketersediaan alat kontrasepsi, ekonomi 
keluarga dan keikutsertaan keluarga 
berencana, pengaturan kelahiran dan 
strategi keluarga berencana serta pelayanan 
keluarga hercncana. 
Dampak Krisis Ekonomi Terhadap 
Ketersediaan Alat Kontra<;epsi 
Menurunnya nilai mpiah terhadap 
dolar Amerika menyebabkan harga alat 
konlrasepsi menjadi mahal karena 
memiliki kandnngan impor yang tinggi.. 
Perbedaart harga alat kontrasepsi cukup 
mencolok sebelum dan sesudah krisis. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden (72%) 
menyataka:n ada perbedaan yang berarti 
harga alat kontrasepsi/harga alat 
kontrasepsi lebih mahal dibanding sebelum 
krisis. Sehanyak 15% mcnjawab tidak ada 
perbedaan serta 13% menyatakan tidak 
tahu. Bcsamya pcrsentase responden yang 
mengatakan ada pcrbcdaan signi:fikan 
karena mereka m~mgkonsumsi I 
• mcnggunakan alat KB modern, sedangkan 
yang meJ::Yawab tidak ada perbcdaan harga 
adalah peserta dengan cara tradisional, 
memperoleh alat dari pemerintah dengan 
earn gratis (tidak membayar); mereka sudah 
steril atau sudah KB sebelum krisis; tidak 
KB karena merasa tua ! seda:ng hamil. 
Alasan tersebut juga berlaku bagi yang 
menjawab tidak tahu (l3r~lo) . 
Peran pemerintah Indonesia 
melalui BKKBN dan dinas terkait cukup 
membantu dalam rangka mensukseskan 
pelaksanaan keluarga berencana baik 
melalui kegiatan safari KB, Posyandu, 
Jaring Pengaman Sosial. Dalam rangka 
memberdayakan masyarakat miskin, 
pemerintah melakukan program JPS yang 
terdiri atas : program ketahai1an panga:n, , - ~ 
pe:ngamanan sosial bidang pendidikan;"' 
0 pengamanan sosial bida:ng kesehata:n, dan 
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penyediaan lapangan ke1ja. Sepe1ti tclah 
diuraikan sebelumnya, bahwa darnpak 
krisis ekonomi terhadap kelangsungan 
pelaksanaan KB adalah harga alal 
kontrasepsi menjadi mahal. Oleh seba'b itu 
peran pernerintah sangat membantu 
mensukseskan pelaksanaan keluarga 
berencana melalui BKKBN dan dinas 
terkail. 
Dampak krisis ekonomi juga 
mempengaruhi kemampuan pemerintah 
dibidang kesehatan, penyediaan obal-
obatan dan fasilitas kcsehatan. Menurut 
(}.mi. ( 1 998) biaya pengo bat an dan fasilitas 
kesehatan meningkat dua sampai tiga kali 
sehingga menyebabkan peningkatan 
subsidi pemerintah untuk penduduk 
rniskin. 
Dalam kondisi krisis di daerah 
penclitian menunjukkan bahwa pengadaani 
ketersediaan alat kontrasepsi menurut 
responden sebagian besar (82%) 
mengatakan tidak ada perbedaan antara 
scbelum dan sesudah klisis. Ini berarti alat 
bahwa kontrasepsi yang dibutuhkan 
akseptor mudah didapat di tempat 
pelayanan KB yang ada. Terdapat 8%; 
responden menjawab ada pengaruh 
ketersediaan a1at kontrasepsi sebelurn dan 
sewaktu krisis, sedangkan responden yang 
menjawab tidak tahu sebanyak 1 0°.-{>. 
Responden yang menjawab ada pengamh 
keterscdiaan alat sewaktu krisis disebabkan 
stok terlambat, alat kontr'dsepsi tidak sesuai 
yang diinginkan. Sedangk:an responden 
yang iidak tahu (1 0~·'0) adalah pcserta 
t'Jbektomi , pasang spiral sebelurn krisis 
a lau responden dengan cara tradisional 
untuk. pengaturan kelalliran. 
Dcngan dcmikian walaupun saat 
ini harga alat kontrasepsi mahal, namun 
mereka mudah mendapatkan alat 
kontrasepsi di tempat -tempat pelayanan KB 
dan pemerintah masih memberikan subsidi 
alat KB bagi keluarga miskin. Untuk 
meringankan biaya peserta KB, maka 
pemerintah memberikan pelayanan berupa 
penyediaan alat KB secara mudah dan 
murah tetapijenisnya terbatasyaitu pil KB. 
Ini sesuai bukti bahwa komitmen 
pemerintah terhadap pelaksanaan KB 
masih konsistcn, rneskipun sudah 
berlangsung lama tetapi tctap 
diprioritaskan terutama bagi kcluarga 
miskin. 
Untuk kontrasepsi KB yang lain 
sepe1ti IUD dimana harganya relatifmahal 
karena sebagian besar memakai kbmponen 
impor, rnaka pemerintal1 menyediakan alat 
tersebut sangat terbatas karena terbatasnya 
dana pemerintah. Peserta KB yang 
menginginkan alat tersebut sulil untuk 
mendapatkan secara gratis karena setiap 
Puskesmas mendapatkan jalah alat tersebul 
s~mga1 terbatas. 
Dampak Krisis Ekonomi Terhadap 
Ekonomi Keluar.._r.;a dan Keikutsertaan KB. 
Peristiwa kerusuhan Mei 1998 
yang membumihanguskan fasilitas 
,. pelayanan (pertokoan) di Solo dan adanya 
krisis ekonomi, ternyata sangat kecil 
dampaknya terhadap pcnycdiaan alat KB. 
Dampaknya hanya terbatas pacla stok 
barang yang ter1ambat dan harga mahal. 
Scbanyak 82°A> responden mcng~taka_n 
tidak ada pengaruh kerusuhan tersebm 
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terhadap penyediaan alat kontrasepsi, tetapi 
krisis ekonomi sangat berpengaruh 
terhadap ekonomi keluarga. 
' Sebagian besar responden (86%,) 
mengataka.n ada pengaruh krisis terhadap 
ekonomi keluarga, karena disatu pihak 
pendapatan mereka menurun akibat 
menumnnya kegiatan ekonomi dan adanya 
PHK, sementara itn harga barang-barang 
konsumsi harganya naik sehingga 
menyebabkan tekanan yang berat bagi 
rumah tangga miskin. Mereka yang 
menjawab tidak ada pengamhnya terhadap 
ekonom..i keluarga sebelum dan saat krisis 
sebenarnya mereka mengatakan sama 
susahnya sebelum dan saat krisis. Jadi 
mereka sebelum kdsis kondisi ekonomi 
keluarganya tidal.;: baik. dan sewaktu krisis 
sama saja, rnereka mendapat b~mtuan dari 
anak atau keluarga lain dan mereka 
berusal1a rnenekan pengeluaran keluarga. 
Penemuan yang cukup 
meng~iutkan didapatkan balm:a meskipun 
ada pengaruh krisis ekonomi terhadap 
harga alat kontrasepsi ternyata tidak ada 
pengaruhnya terhadap keikutsenaan 
keluarga berencana. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 87% responden tetap 
ikut KB walaupun harga alat kontrasepsi 
naik/mahal. Hal ini men~jukkan bahwa 
pada masyarakat miskin kesadaran akan 
ani pentingnya mengikuti KB sangat 
tinggi . Kesadaran mengikuti KB yang 
tinggi tersebut diduku:og intervcnsi 
pemerintah dengan memberikan 
kcmudahan oleh program i usaha social 
safety net (jaring pengaman sosial), mereka 
memperoleh alat KB secara gratis adanya 
safari KB dan sebagainya. Tingginya 
respondcn mcngikuti program KB 
tercermin dari jawaban responden yaitn : 
mereka tidak ingin punya anak lagi dan KB 
merupakan prioritasipenting sebanyak 
92%, serta budaya malu punya anak banyak 
dan adanya dukungan biaya I gratis dari 
pemerintah. 
Program jaringan pengaman 
sosial yang diberikan pemerintah bagi 
kcluarga miskin dalam bidang kesehatan ! 
KB sangat diperlukan sehingga masyarakat 
yang kesadaran KB-nya sudah tinggi tidak 
menjadi drop out karena kesulitan biaya 
untuk membeli alat kont.rasepsi yang pada 
gilirannya akan mcltipg.katkan fertilitas. 
S'ebelum krisis, biaya untuk fasilitas 
kesehatan ! KB pemerintah sebesar Rp. 
3000,-, namun masyarak:at membayar Rp. 
500,-. Dcngan meningkatnya harga obat-
obatan biaya mencapaiRp. 5000,-lebihdan 
masyarakat membayar autara Rp: 500,- sf 
d Rp. 1000,- untuk mendapatkan alat 
kontrdsepsi seperti : pil, IUD dsb. Di lain 
pihak, pihak swasta tidak terjangkau 
subsidi tcrscbut, sehingga dalam kondisi 
seperti sekarang masyarakat ccndenmg 
untuk pergi ke Puskesmas rnilik pemerintal1 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
tennasnk KB. 
Dengan demikian dugaan bahwa 
dalam kondisi krisis mempengaruhi 
keikutsertaan KB , tidak terbukti karena 
dalam kondisi krisis sepcrti ini responden .-
~ng menjadi peserta KB masih tinggi 
yakni mencapai 87%J. 
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Dampak Krisis Ekonomi Terhadap 
Pengaturan Kelahiran dan Strategi KB. 
Setiap manusia punya strategi/ 
cara untuk menjaga kelangsung~n 
hidupnya, termasuk strategi dalam 
pengaturan kelahiran. Adapun cara/strategi 
yang ditempuh dalam mengatur kelahiran 
dengan cara tradisional seperti minum 
jamu, walik dadalt, abstinensi, men:yusui 
dan sebagainya serta dengan cara modem. 
Cara pengaturan kelahiran 
dengan alat inodern, adalah pengaturan 
kclahiran anak dengan menggunakan alat 
kontrasepsi sepcrti : IUD, susuk, pi! , 
kondom dan sebagainya. Dampak krisis 
memang ada pengaruhnya terhadap 
pergeseran cara pengaturan kelahiran 
(modern/tidak). Sebanyak 38~o responden 
mengalami perubahan strategi dari mod~ 
ern ke tradisionil karena harga alat m.ahaL 
dari tradisional ke modem karena takut 
kebobolan, kegagalan rendah/alasan 
kecocokan dan ganti alat kontrasepsi mod-
ern ke jenis alat modern lainnya karena 
harga lebih murah. 
Melihat data tersebut berarti 
tingkat adaptasi masyarakat miskin cukup 
tinggi terhadap perubahan yaitu krisis 
ekonomi karena bcrbagai strategi ditempuh 
agar tidak terjadi kehamilan. 
Strategi yang pcrnah dHakukan 
oleh keluarga miskin terhadap kehamilan 
yang pernah dialami tetapi tidak 
dikehendaki (14%; responden) yaitu tetap 
dilanjutkan , tetapi scbanyak 5 orang 
berusaha melakukan aborsi. Fenomena ini 
juga ditanyakan apabila teljadi kehamilan 
yang tid.ak dikehendaki, sebagian besar 
mereka me1~awab dila:njutka:n tetapi cttlmp 
tinggi pula (15%) yang menjawab untuk 
digugurkan. Hal ini meryadi tant.anganbagi 
pelllgas KB dalam rangka penyediaan alat 
yang a.man dan efektif serta pemahaman 
yang benar tentang akibat aborsi baik 
ditinjau dari aspek kesehatan mauptm 
agama. BerdasarkanKompas, 12 Juni 2000 
diperoleh keterangan bahwa setiap tahnn 
diperkirakan teljadi 2,3 jnta abortus dengan 
perincian satu juta merupakan abortus 
spontan, 0, 6 jut.a karcna kcgagalan KB dan 
0,7 juta karena tidak pakai alat KB. 
Basil penelitian juga 
menunjukkan bahwa responden sebagia:o 
besar {92%) menyatakan tidak ingin punya 
anak lagi dengan alasan ekonomi, kondisi 
fisik dan merasa anaknya cukup i komplit. 
Oleh sebab itu jika terjadi kehamilan lagi i 
y:rng akan datang atau kehamilan yang 
tidak dikehendaki maka terdapat 15 
responden (15'Yo) akan diaborsi I dicoba 
digugurkan dan sebagian besar responden 
akan mencoba melat~jutkan kehamilan 
yang tidak dikehendaki tersebut. Tingginya 
responden yang berusaha melat~iutkan jika 
tctjadi kehamilan yang tidak dikchcndaki 
tersebut, disebabkan alasan takut 
menggugurkan I takut dosa. 
Bagi respondcn yang tidak 
~menghendaki kchamilan lagi dan jika 
hamil akan digugurkan, maka kalau 
diaborsi tidak benar i ilegal akan 
membahayakan kesehatan si ibn. Dcngan 
temua11 ini maka diharapka11 pemerintal1 
memberikan pelayanan kesehatan I KB 
dengan etektif, ekonomis khususny~pad.a 
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kcluarga miskin sehingga masyarakat 
miskin dapat mewujudkan besarnya 
keluarga sesuai kemampuannya dan dapat 
meningl(atkan taraf hidupnya. 
Pelayanan keluarga berencana 
oleh pemerintah maupun swasta pada 
waktu krisis cuk.up baik (81 %) yaitu dengan 
penyediaan harga alat gratis, JPS, Safari 
KB, karlu sehat, dan lain-lain, dan ini tentu 
sangat membantu pelaksanaan keluarga 
berencana pada masyarakat miskin, 
mcskipun penelitian Musiyam dan Farid 
Wajdi (2000) mengatakan bahwa pada sisi 
lain, ketergantungan tcrsebut tanpa di sadari 
bisa melestarikan kemiskinan dengan 
asumsi orang miskin menjadi cendenmg 
h.<uang mempunyai kemauan keras karena 
adajaminan sosial dari pemerintah. 
KESIMPULAN 
Hasil penelitian tentang dampak 
krisis ekonomi terhadap pelaksanaan 
keluarga berencana di daerah penelitian 
menunjukkan beberapa temuan sebaga.i 
berikut : 
Pertama, sebanyak 72% 
responden menyatakan ada perbeda.an 
harga alat kontra.sepsi I harga alat lebih 
mahal dibanding sebelum krisis dan 
sebanyak J 5% menjawab tidak ada 
perbeda.an serta 13% menyatakan tidak 
tabu. Besamya persentase responden yang 
mengatakan ada perbedaan signifikan 
karena menggunakan alat KB modem, 
sedangkan yang menjawab tidak ada 
perbedaan harga adalah peserta dengan 
cara tradisional, memperoleh alat secara 
gratis, sudah KB sebelum krisis, alasan 
tersebut juga berlaku bagi yang menjawab 
tidak tabu. Dalam kondisi krisis ekonomi 
pada saat penelitian, temyata akseptor KB 
masih cukup tinggi ya.itu mencapai 86%. 
Hal ini tidak dapat lepas dari peran 
pemerintah Indonesia melalui BKKBN dan 
dinas terkait dalam membantu pelaksanaan 
KB baik melalui kegiatan Safari KB , 
Posyandu, Jaring Pengaman Sosial dalam 
upaya memberdayakan masyarakat miskin. 
Kedua, ketersediaan alat 
kontrasepsi sebelum dan pada sa.at krisis 
ekonomi menurut basil penelitian sebanyak 
82% menyatakan alat kontrasepsi yang 
dibutuhkan akseptor mudah didapat di 
tempat pelayanan KB. Hal ini menjadi 
salah satu faktor pen~:qg tetap tingginya 
<lkseptor KB walaupun pada sa.at krisis 
ekonomi. 
Ketiga, krisis ekonomi 
mempunyai dampak terhadap ekonomi 
kelua.rga, basil penelitian menunjukkan 
bahwa 86% mengatakan krisis· ekonomi 
mempengaruhi ekonomi keluarga, karena 
di satu pihak pendapatan mereka menurun 
akibat menurunnya kegiatan ekonomi, 
sementara itu harga barang-barang 
konsumsi harganya naik sehingga 
menyebabkan tekanan yang berat bagi 
keluarga miskin. Penemuan basil 
penelitian menunjukkan meskipun ada 
pengaruh krisis ekonomi terhadap harga 
alat kontrasepsi dan terhadap ekonomi 
keluarga, temyata tidak ada pengaruhnya 
terhadap keikutsertaan KB. Sebanyak 87% 
responden tetap ikut KB , hal ini ·• 
o menunjukkan bahwa pada masyarakat 
daerah penelitian kesadaran akan arti 
24 Forum Geografi, Vol.J5, No.1, 2001: 10-28 
pentingnya mengikuti KB sangat tinggi. 
Kesadaran KB yang tinggi didukung 
intervensi pemerintah dengan memberikan 
kemudahan program seperti : adany~ Sa-
fari KB, dapat memperoleh alat KB secara 
gratis melaluijaring pengaman sosial (so-
cial safety net). 
Keempat, dampak krisis ekonomi 
terhadap pergeseran cara pengaturan 
kelahiran, sebanyak 38% responden 
mengalami perubahan strategi pengaturan 
dari modern ke tradisional karena harga 
alat mahal, dari tradisional ke modern 
karena takut gagal I takut kebobolan atau 
alasan lebih cocok. Hal ini menunjukkan 
tingkat adaptasi masyarakat miskin cukup 
tinggi pada saat krisis ekonomi, mereka 
menempuh berbagai strategi agar tidak 
terjadi kehamilan. 
Kelima, strategi yang pernah 
dilakukan responden terhadap kehamilan 
yang sudah I pernah dialami tetapi tidak 
dikehendaki sebanyak 14% (sebanyak 9% 
tetap dilanjutkan, tetapi sebanyak 5% 
berusaha melakukan aborsi tetapi gagal 
sehingga tetap dilanjutkan. Untuk 
kehamilan yang akan datang, jika terjadi 
kehamilan lagi I kehamilan yang tidak 
dikehendaki maka terdapat 15%responden 
akan mencoba mengaborsi I menggugurkan 
kehamilan yang akan datang. Hal ini 
menjadi tantangan petugas KB dalam 
rangka penyediaan alat yang aman, murah, 
dan efektif serta menyadarkan pada 
responden tentang akibat negatif jika 
melakukan aborsi yang tidak benar. 
Keenam, pelayanan keluarga 
berencana oleh pihak pemerintah maupun 
pihak swasta pada saat krisis cukup baik. 
Sebanyak 81% mengatakan selama krisis 
ekonomi pelayanan KB baik, responden 
memperoleh alat kontrasepsi dengan cara 
murah dan mudah (misal: pil KB) sehingga 
membantu keberhasilan pelaksanaan KB 
bagi keluarga miskin. Sebanyak 2% 
mengatakan ada perbedaan pelayanan KB 
pada saat krisis karena alat kontrasepsi 
tidak diperoleh lagi secara gratis, 
sedangkan 17% mengatakan tidak tahu 
karena mereka tidak KB/KB spiral dan 
steril sebelum krisis. Oleh Karena itu maka 
disarankan : 
1. BKKBN dan dinas terkait perlu 
bekerja keras agar dapat memotivasi 
pada responden untuk menggunakan 
kontrasepsi efektif sehingga aspek 
monitoring tidak perlu banyak 
ditekankan sebab baru ±. 30% 
responden yang menggunakan alat 
kontrasepsi efektif. 
2. Pemerintah perlu mengembangkan 
penyediaan program KB yang murah 
I gratis, sehingga PUS yang sudah 
sadar akan manfaat KB tidak 
mengalami drop out. Prioritas ini perlu 
diberikan kepada keluarga miskin 
sehingga keikutsertaan KB mereka 
tidak banyak dipengaruhi oleh harga 
alat kontrasepsi yang mahal. 
3. Peran tenaga medis dan paramedis 
dalam memberikan informasi ~.en_tang 
KB sangat besar. Untuk masa 
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mendatang peran bidan, petugas KB, 
Kader, Posyandu perlu ditingkatkan 
sehingga informasi tentang KB dapat 
diperoleh secara cepat, mudah guna 
sosialisasi KB dan akhirnya PUS 
mempraktekkan (ikut KB). 
4. Dalam kondisi krisis ekonomi, aborsi 
yang akan terjadi cukup tinggi (15% 
akan aborsi) jika hamil lagi I hamil 
DAFTAR PUS TAKA 
yang tidak dikehendaki. Hal ini 
bertentangan dengan misi program KB 
yaitu menurunkan angka kematian ibu 
melahirkan. Petugas KB perlu 
menyadarkan pada masyarakat, 
terutama istri (PUS) agar menyadari 
akibat nya jika melakukan aborsi 
sehingga tidak melakukannya. 
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